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ABSTRAK

Indonesia terletak di daerah rawan gempa dan tsunami, khususnya di zona megathrust seperti
Selat Sunda dan Mentawai-Siberut. Potensi gempa besar memerlukan kesiapsiagaan yang
matang guna mengurangi dampak bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
berperan penting dalam koordinasi dan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di Indonesia.
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BNPB dalam meningkatkan kesiapsiagaan
masyarakat terhadap potensi gempa dan tsunami di zona megathrust, serta mengevaluasi
efektivitas program-programnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis
data sekunder melalui tinjauan dokumen kebijakan, laporan kesiapsiagaan, dan penelitian
terkait mitigasi bencana. Hasil penelitian menunjukkan BNPB telah melakukan berbagai
upaya, seperti edukasi, simulasi bencana, penyusunan rencana evakuasi, dan penguatan
infrastruktur. Namun, masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar instansi dan rendahnya
kesadaran masyarakat. BNPB memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan
masyarakat, tetapi diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, kesadaran, serta
partisipasi masyarakat. Selain itu perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dan dukungan
anggaran yang memadai untuk program kesiapsiagaan bencana.

Kata Kunci: BNPB, zona megathrust, mitigasi bencana, gempa, tsunami.

ABSTRACT

Indonesia is located in an area prone to earthquakes and tsunamis, particularly within
megathrust zones such as the Sunda Strait and Mentawai-Siberut. The potential for major
earthquakes requires strong preparedness to minimize disaster impacts. The National Disaster
Management Agency (BNPB) plays a crucial role in coordinating and implementing disaster
mitigation policies in Indonesia. This study aims to analyze the role of BNPB in enhancing
community preparedness against the potential of earthquakes and tsunamis in megathrust
zones, as well as to evaluate the effectiveness of its programs. The method used is literature
review and secondary data analysis through the examination of policy documents,
preparedness reports, and research related to disaster mitigation. The results show that BNPB
has carried out various efforts, such as public education, disaster simulations, preparation of
evacuation plans, and strengthening of infrastructure. However, challenges remain in inter-
agency coordination and in the low level of public awareness. BNPB plays a vital role in
improving community preparedness, but enhanced institutional coordination, public
awareness, and community participation are still needed. Moreover, a more comprehensive
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policy framework and adequate budgetary support are essential to strengthen disaster
preparedness programs.

Keywords: BNPB, megathrust zone, disaster mitigation, earthquake, tsunami.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam, terutama
yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami (Reid & Mooney, 2023). Letak geografis
Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, yakni Lempeng Indo-
Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik, menyebabkan negara ini sering mengalami
berbagai jenis bencana geologi (Lutfiananda et al., 2013). Salah satu jenis bencana yang paling
berbahaya adalah gempa bumi, yang seringkali disertai dengan tsunami, khususnya di daerah-
daerah yang berada di zona megathrust, seperti Selat Sunda dan Mentawai-Siberut (Rakuasa
& Pakniany, 2024). Zona megathrust adalah daerah subduksi di bawah laut yang dapat
menyebabkan gempa besar dengan potensi tsunami yang mengerikan (Qiu & Barbot, 2022).
Pada zona ini, energi yang tertahan akibat pergerakan lempeng tektonik dapat memicu gempa
besar di masa depan, dan ketidakhadiran gempa dalam waktu lama (seismic gap) menunjukkan
potensi terjadinya gempa yang sangat besar (Shibazaki, 2023).

Indonesia memiliki sejumlah zona megathrust yang telah lama dikenal sebagai daerah
rawan bencana, seperti yang terjadi pada gempa besar yang melanda Aceh pada tahun 2004
dan gempa di Selat Sunda yang menyebabkan tsunami pada tahun 2018 (Supendi et al., 2023).
Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat penting untuk
mengurangi dampak buruk yang dapat ditimbulkan (Shaffril et al., 2021). Salah satu lembaga
yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan kesiapsiagaan bencana adalah Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan dan
program mitigasi bencana, serta memastikan implementasi langkah-langkah pencegahan
bencana di tingkat nasional dan daerah (Tanesab, 2020).

Kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana menjadi fokus utama dalam
kebijakan BNPB, mengingat gempa besar dan tsunami dapat terjadi kapan saja, dan dampaknya
bisa sangat merusak baik secara fisik maupun sosial (Ali et al., 2019). Di sisi lain, meskipun
upaya mitigasi telah dilakukan, kesadaran masyarakat tentang pentingnya persiapan
menghadapi bencana masih perlu ditingkatkan, terlebih di daerah-daerah yang sulit dijangkau
atau memiliki tingkat pendidikan rendah (Torani et al., 2019). Oleh karena itu, penelitian
mengenai peran BNPB dalam kesiapsiagaan bencana di zona megathrust Indonesia menjadi

sangat penting untuk memahami efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan.
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Walaupun BNPB telah melaksanakan berbagai program mitigasi dan kesiapsiagaan
bencana, banyak tantangan yang masih dihadapi (Sawalha, 2020). Salah satu permasalahan
utama adalah kesenjangan antara kebijakan yang telah disusun dan implementasinya di
lapangan (Shah et al., 2019). Banyak daerah yang belum sepenuhnya siap menghadapi gempa
besar, meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh BNPB, seperti simulasi bencana,
penyuluhan kepada masyarakat, serta pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana
(Asterina Mokoginta et al., n.d.). Di beberapa wilayah, partisipasi masyarakat dalam program
kesiapsiagaan masih terbatas, dan pemahaman mengenai potensi bencana yang dapat terjadi
juga belum optimal (Sufri et al., 2020).

Seismic gap yang terjadi di dua lokasi zona megathrust Indonesia, seperti Selat Sunda
dan Mentawai-Siberut, menunjukkan bahwa waktu yang telah lama berlalu sejak gempa besar
terakhir kali di daerah tersebut meningkatkan potensi terjadinya bencana besar di masa depan
(Widiyantoro et al., 2020). Hal ini seharusnya mendorong adanya perhatian lebih dari BNPB
dalam upaya mitigasi bencana, termasuk dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan
memperkuat sistem peringatan dini (Fathani et al., 2023). Namun, masih banyak yang perlu
diperbaiki, baik dalam hal koordinasi antar lembaga, sosialisasi, hingga penguatan kapasitas
infrastruktur yang mendukung penanggulangan bencana (Opabola et al., 2023).

Gap penelitian juga terlihat dalam kurangnya evaluasi yang mendalam mengenai
efektivitas dari program-program BNPB dalam mengatasi masalah kesiapsiagaan bencana.
Sejauh ini, sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek respons pasca-bencana atau
recovery, sementara aspek kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di daerah rawan gempa seperti
zona megathrust masih belum banyak mendapat perhatian (Shafapourtehrany et al., 2023).
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran BNPB
dalam kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana di zona megathrust Indonesia.

Berbagai studi sebelumnya telah banyak menyoroti tantangan mitigasi bencana di
Indonesia, khususnya terkait dengan gempa dan tsunami. Penelitian oleh Rangga (2021)
menunjukkan bahwa meskipun BNPB telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas
kesiapsiagaan di tingkat lokal melalui berbagai program pelatihan dan simulasi, implementasi
di lapangan masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal keterbatasan anggaran dan
sumber daya manusia (Jantan Wargadalam, n.d.). Program kesiapsiagaan BNPB di beberapa
daerah juga belum maksimal karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Ayuningtyas et al., 2021).

Beberapa penelitian juga menekankan pentingnya integrasi sistem peringatan dini yang

efektif untuk mengurangi potensi korban bencana. Misalnya, studi oleh Rafliana (2022)
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menyoroti bahwa meskipun Indonesia memiliki sistem peringatan dini tsunami yang cukup
baik, masih terdapat masalah dalam hal kecepatan dan ketepatan informasi yang diberikan
kepada masyarakat, yang dapat menghambat tindakan evakuasi yang cepat dan tepat (Rafliana
et al., 2022). Selain itu, studi oleh Maarif (2023) juga mencatat perlunya peningkatan
koordinasi antara BNPB dan lembaga-lembaga lainnya, seperti TNI, Polri, dan pemerintah
daerah, dalam merancang kebijakan mitigasi yang lebih komprehensif (Ruswandi & Maarif,
2023).

Sementara itu, kajian terkait program-program BNPB dalam meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana masih terbatas (Sayuti, n.d.) Beberapa
penelitian telah mengkaji bagaimana edukasi dan simulasi bencana dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat, tetapi keberhasilan program ini tergantung pada tingkat partisipasi
masyarakat dan keterlibatan berbagai pihak terkait dalam mendukung program kesiapsiagaan
tersebut (Que et al., 2022).

Penelitian ini memiliki signifikansi yang sangat penting dalam memahami peran BNPB
dalam kesiapsiagaan bencana di zona megathrust Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kebijakan pemerintah dalam memperkuat
program mitigasi bencana, terutama di daerah-daerah rawan gempa dan tsunami. Dengan
mengevaluasi efektivitas program-program BNPB yang sudah ada, penelitian ini diharapkan
dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif untuk meningkatkan kesiapsiagaan

masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan.

TINJAUAN LITERATUR

Adapun sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan adalah
sebagai berikut.

Penelitian oleh Alberico (2015) dengan judul penelitian “The Tsunami Vulnerability
Assessment of Urban Environments through Freely Available Datasets: The Case Study of
Napoli City (Southern Italy)” bertujuan untuk mengembangkan prosedur berbantuan SIG
dengan pemanfaatan analisis spasial untuk menilai kerentanan area yang luas pada resolusi
spasial distrik dan mengetahui Kerentanan Tsunami Papathoma pada lingkungan perkotaan.
Metode ini diterapkan pada sektor kota Napoli yang dikelilingi oleh Bukit Posillipo dan gunung
berapi Somma-Vesuvio karena tingkat populasi yang tinggi (nilai puncak 5000 inh/km) dan
potensi terjadinya peristiwa berbahaya seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan
kegagalan massal yang dapat memicu tsunami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan

prosedur berbantuan SIG terbukti dapat menghasilkan pemrosesan data yang cepat dan
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visualisasi peta yang cepat dan karenanya dapat berhasil digunakan baik dalam jangka panjang
untuk perencanaan teritorial maupun dalam jangka pendek untuk memungkinkan perubahan
skenario tsunami secara rutin, dengan mengubah faktor Wv, dan menggambar ulang peta
kerentanan perkotaan baru dengan cepat (Alberico et al., 2015).

Penelitian oleh Kawata (2022) dengan judul penelitian “Policies of Disaster
Management in Japan for Preparation for Nankai Megathrust Earthquake” bertujuan untuk
peningkatan pencegahan bencana, tindakan reaktif, pengurangan risiko bencana, pembuatan
kebijakan tanggap darurat dan penguatan pemulihan kehidupan dengan mamanfaatkan
pengalaman gempa kumamoto 2016 dengan menyadari gempa Tokai yang tidak dapat
diprediksi yang diadakan oleh kementerian penanggulangan bencana di Jepang. Perlunya
pemahaman yang jelas tentang akar penyebab dan pendorong risiko penciptaan risiko bencana,
sebagaimana yang dikemukakan dalam pendekatan FORIN (investigasi forensik bencana),
sebagai prasyarat untuk pengembangan EWS yang lebih terartikulasi yang dapat berkontribusi
pada pengurangan risiko bencana melalui pembuatan kebijakan dan praktik, berdasarkan
manajemen terpadu dan transdisipliner, demi kepentingan pembangunan berkelanjutan, dan
kesejahteraan serta kesejahteraan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukti
efektif dan masyarakat jepang memberikan respon yang positif terhadap program tersebut serta
dapat meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk ‘‘Membangun Kembali dengan Lebih Baik’’
dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi (Kawata, 2022).

Penelitian oleh Rakuasa (2024) dengan judul penelitian “Assessing the Probability of
Megathrust Earthquakes in Indonesia: A Review of Seismic Hazard Assessment and Mitigation
Strategies”. Penelitian ini membahas tentang kemungkinan terjadinya gempa megathrust di
Indonesia, yang merupakan wilayah rawan gempa karena posisinya di Cincin Api Pasifik. Hasil
dan pembahasan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam
sistem peringatan dini dan peta bahaya seismik, tantangan dalam komunikasi risiko dan
kesadaran publik masih perlu ditangani. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya
peningkatan strategi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi risiko yang terkait
dengan gempa bumi besar dan tsunami di masa mendatang (Rakuasa & Pakniany, 2024).

Penelitian oleh Shafapourtehrany (2023) dengan judul penelitian “A Comprehensive
Review of Geospatial Technology Applications in Earthquake Preparedness, Emergency
Management, and Damage Assessment” bertujuan untuk menilai: (1) peran berbagai jenis data
geospasial; (2) penerapan teknologi geospasial pada tahanpan gempa bumi; (3) teknik
geospasial yang digunakan dalam analisis bahaya, kerentanan, dan risiko gempa bumi; dan (4)

untuk membahas peran teknik geospasial dalam gempa bumi dan bencana terkait. Hasil
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penelitian menunjukkan metode ini telah membuktikan kesesuaiannya dalam mendeteksi
deformasi tanah yang mungkin mendahului kejadian seismik dan, oleh karena itu, sangat
penting dalam memperkirakan strategi yang memajukan upaya untuk mengungkap prekursor
diagnostik gempa bumi besar. Berdasarkan kemajuan teknologi yang terus berlanjut dan
peluncuran satelit baru secara berkala dengan penyempurnaan sensor yang lebih baik,
penginderaan jarak jauh dapat memberikan lebih banyak manfaat (Shafapourtehrany et al.,
2023).

Penelitian oleh Scholl (2019) dengan judul penelitian “Overwhelmed by Brute Force of
Nature: First Response Management in the Wake of a Catastrophic Incident” bertujuan untuk
memberikan dan melakukan simulasi latihan tanggap bencana besar, persiapan dan mitigasi
masalah di Amerika Serikat. Penelitian tersebut mengungkap kurangnya standarisasi struktur,
proses, dan prosedur respons sebagai penghambat utama respons yang lebih efektif selain
faktor penghambat lainnya. Sementara "penahanan" dan "mitigasi efektif" dari insiden yang
benar-benar dahsyat adalah ilusi, penelitian tersebut memberikan rekomendasi terkait

persiapan dan mitigasi masalah dalam pengelolaan respons (Scholl, 2019).

METODOLOGI
1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman secara mendalam mengenai peran Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kesiapsiagaan bencana di zona megathrust
Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami. Desain penelitian
deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam tentang
kebijakan, program, dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh BNPB di daerah
rawan bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek peran BNPB dalam
meningkatkan kesiapsiagaan bencana, termasuk perencanaan kebijakan, koordinasi antar
lembaga, pelaksanaan program edukasi dan simulasi, serta efektivitas sistem peringatan dini.
Pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh

BNPB dalam melaksanakan upaya mitigasi di zona megathrust Indonesia.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2025 di dua lokasi utama

di zona megathrust Indonesia, yaitu desa Sumur di pesisir Selat Sunda dan Desa Siberut Barat
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di Kepulauan Mentawai-Siberut. Pemilihan lokasi didasarkan pada potensi risiko gempa bumi
dan tsunami yang tinggi serta adanya riwayat bencana besar di wilayah tersebut. Lokasi ini
juga merupakan area yang menjadi fokus program kesiapsiagaan BNPB, sehingga relevan
untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan. Selat Sunda dan
Mentawai-Siberut, dua daerah yang memiliki potensi gempa besar berdasarkan seismic gap
yang lama dan merupakan daerah yang sudah pernah mengalami bencana besar di masa lalu.

Subjek penelitian terdiri dari dua kategori utama:

a. Stakeholder Pemerintah: pejabat daerah dan staf BNPB Provinsi terlibat dalam
perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan kesiapsiagaan bencana, yang
berperan dalam mitigasi bencana.

b. Masyarakat Lokal: penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, yang telah menjadi
target dari program-program kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan oleh BNPB.
Wawancara dengan masyarakat lokal akan memberikan perspektif langsung mengenai

pemahaman dan tingkat kesiapsiagaan mereka terhadap potensi gempa dan tsunami.

3. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data
sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan Kepala BNPB Prov. Banten,
perangkat desa Sumur & Desa Siberut Barat, serta masyarakat di pesisir Selat Sunda
dan di Kepulauan Mentawai-Siberu yang tinggal di zona megathrust Indonesia.
Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan BNPB,
pelaksanaan program kesiapsiagaan bencana, serta hambatan dan tantangan yang
dihadapi dalam implementasi program-program tersebut. Wawancara ini juga bertujuan
untuk menggali persepsi masyarakat mengenai kesiapsiagaan mereka terhadap
bencana.

b. Studi Dokumentasi: Peneliti juga mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen
yang relevan, seperti laporan tahunan BNPB, rencana aksi mitigasi bencana, hasil
evaluasi program-program kesiapsiagaan, dan data terkait gempa bumi serta tsunami di
daerah yang menjadi fokus penelitian. Studi dokumentasi ini penting untuk
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan dan strategi BNPB dalam

meningkatkan kesiapsiagaan bencana.
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c. Penelitian ini juga melibatkan observasi langsung terhadap kegiatan simulasi bencana
dan program edukasi yang dilakukan oleh BNPB di wilayah yang menjadi fokus
penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung implementasi dari
program kesiapsiagaan serta interaksi antara masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat

dalam upaya mitigasi bencana.

4. Analisis Data
Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Analisis
dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik
(Braun & Clarke, 2021). Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai
berikut:
a. Transkripsi dan Kategorisasi
Wawancara yang dilakukan dengan stakeholder dan masyarakat akan ditranskripsikan
dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran
BNPB dalam kesiapsiagaan bencana. Data yang diperoleh dari wawancara, studi
dokumentasi, dan observasi akan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang
relevan.
b. Penyusunan Tematik
Data yang telah dikelompokkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema
yang muncul terkait dengan kebijakan BNPB, tantangan yang dihadapi dalam
kesiapsiagaan, serta efektivitas program yang dilaksanakan. Tema-tema ini akan
digunakan untuk menggambarkan bagaimana BNPB berperan dalam meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana di zona megathrust.
c. Interpretasi dan Penyimpulan
Berdasarkan hasil analisis tematik, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai peran
BNPB dalam kesiapsiagaan bencana di zona megathrust Indonesia, serta memberikan
rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas program-program kesiapsiagaan
bencana di masa depan.
5. Batasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan:
a. Lokasi Terbatas
Penelitian ini1 berfokus pada daerah yang berada di zona megathrust Indonesia, yaitu
Selat Sunda dan Mentawai-Siberut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin tidak

sepenuhnya mewakili kondisi kesiapsiagaan di seluruh wilayah Indonesia. Namun,
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daerah-daerah ini dipilih karena memiliki potensi bencana yang besar dan sudah pernah
mengalami gempa serta tsunami yang signifikan.
b. Data yang Tersedia
Penelitian ini menggunakan data dari dokumen BNPB dan laporan mitigasi bencana,
namun keterbatasan akses dapat mempengaruhi kelengkapan informasi yang diperoleh.
c. Partisipasi Masyarakat
Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi untuk memahami kesiapsiagaan
bencana, namun partisipasi masyarakat bervariasi, sehingga hasilnya mungkin tidak
sepenuhnya mewakili pandangan seluruh masyarakat setempat.
d. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya
Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu, anggran dan sumber daya yang terbatas
yang dapat memengaruhi kedalaman analisis, cakupan data, jumlah partisipan

wawancara, serta observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil
Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, studi dokumentasi, dan observasi
lapangan, ditemukan beberapa temuan utama yang menggambarkan peran BNPB dalam
kesiapsiagaan di zona megathrust Indonesia:
a. Kebijakan dan Program BNPB

BNPB telah merumuskan sejumlah kebijakan dan program mitigasi bencana untuk
mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gempa dan tsunami (Pangestu et al., 2024). Salah
satu program penting yang telah dilaksanakan adalah simulasi bencana yang dirancang
untuk mengedukasi masyarakat mengenai langkah-langkah yang perlu diambil saat
terjadi gempa atau tsunami (Suharini et al., 2023). Simulasi ini juga dimaksudkan untuk
menguji kesiapan berbagai pihak terkait, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah,
hingga lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana (Monteil et al.,
2021). Selain simulasi, BNPB juga melaksanakan program penyuluhan dan edukasi
publik tentang pentingnya kesiapsiagaan serta mitigasi bencana yang melibatkan sekolah,
komunitas, dan organisasi lokal seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 (Pranata et al.,

2021).
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Gambar 1. Simulasi dan Sosialisasi Mitigasi Bencana

Sumber: BPBD

b. Koordinasi Antar Lembaga
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, BNPB
bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait seperti Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika (BMKG), serta pemerintah daerah (Perdinan et al., 2024). Koordinasi antar
lembaga ini diperlukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai potensi bencana
dapat disebarkan secara cepat dan tepat (Gao & Yu, 2020). Namun, meskipun ada upaya
koordinasi yang baik, terkadang terjadi kesulitan dalam sinkronisasi informasi antara
BNPB dan BMKG, terutama terkait penyampaian peringatan dini kepada Masyarakat
(Akhyar, 2023). Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur komunikasi di daerah
terpencil yang memiliki potensi bencana tinggi (Khan et al., 2020).

c. Tantangan di Lapangan
Salah satu kendala yang ditemukan adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di
beberapa daerah rawan bencana (AlQahtany & Abubakar, 2020). Meskipun BNPB telah
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai
bahaya gempa dan tsunami, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya
menyadari potensi bencana yang dapat terjadi (de Ruiter et al., 2020). Beberapa daerah
bahkan masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai langkah-langkah mitigasi

yang harus dilakukan dalam situasi darurat (Bruinen de Bruin et al., 2020). Tantangan
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lain yang dihadapi BNPB adalah keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan
program-program mitigasi bencana, serta kurangnya tenaga ahli di bidang mitigasi yang
dapat melakukan edukasi di lapangan secara lebih intensif (Suhendar & Suherman, 2022).
d. Efektivitas Sistem Peringatan Dini
BNPB bersama dengan BMKG telah mengembangkan sistem peringatan dini untuk
gempa bumi dan tsunami yang mencakup daerah rawan bencana. Sistem ini berfungsi
untuk memberi informasi mengenai potensi bencana secara cepat dan akurat (Nayaka et
al., 2021). Namun, implementasi sistem peringatan dini ini masih menemui beberapa
kendala, seperti keterbatasan infrastruktur komunikasi dan rendahnya tingkat
pemahaman masyarakat terhadap peringatan yang diberikan (Alcantara Ayala & Oliver-
Smith, 2019). Beberapa daerah terpencil yang berada di zona megathrust memiliki
infrastruktur komunikasi yang sangat terbatas, sehingga menyebabkan kesulitan dalam
penyebaran informasi peringatan dini (Schimd et al., n.d.). Berikut merupakan Sistem
peringatan dini (EWS) yang difokuskan pada bahaya sebagai mekanisme pemicu bencana

yanng ditunjukkan pada gambar 2.
EWASs
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Gambar 2. Peta Seismitas Indonesia

2. Hasil wawancara

Hasil temuan dibawah ini merupakan beberapa hasil wawancara dan diskusi ilmiah
dengan stakeholder BNPB, pejabat pemerintah daerah, serta masyarakat yang tinggal di zona
megathrust Indonesia. Berikut merupakan hasil wawancara BNPB, pejabat pemerintah daerah,
serta masyarakat yang tinggal di zona megathrust Indonesia.

“Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, BNPB

memiliki berbagai kebijakan terkait kesiapsiagaan bencana, terutama di daerah-daerah rawan
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gempa dan tsunami seperti zona megathrust. Salah satu kebijakan utama kami adalah
melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang risiko bencana serta langkah-
langkah mitigasi yang harus diambil. Selain itu, kami juga melaksanakan simulasi bencana
untuk menguji sejauh mana kesiapan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi
bencana.” (BNPB)

“Tantangan terbesar adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai
ancaman bencana. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami risiko yang mereka
hadapi, sehingga mereka cenderung tidak siap dalam menghadapi bencana. Selain itu,
infrastruktur komunikasi yang terbatas di daerah-daerah terpencil juga menjadi kendala dalam
menyebarkan informasi peringatan dini dengan cepat. Kami terus berupaya meningkatkan
pemahaman masyarakat dengan menggelar pelatihan dan simulasi serta memperbaiki sarana
komunikasi di daerah rawan bencana.” (BNPB)

“Pemerintah daerah berperan aktif dalam mendukung program BNPB, terutama dalam
hal sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. Tantangan utama adalah keterbatasan
anggaran dan sumber daya manusia. Meskipun BNPB telah memberikan bantuan dan
pelatihan, namun di tingkat daerah kami juga perlu mencari cara untuk mengoptimalkan
program yang ada dengan anggaran terbatas. Selain itu, beberapa daerah di zona megathrust
memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau, yang mempersulit distribusi informasi dan
peringatan dini kepada masyarakat.” (Pemerintah Daerah)”

“Kami bekerja sama dengan BNPB dan organisasi lokal untuk mengadakan pelatihan
secara berkala. Kami juga mendorong adanya sistem informasi bencana berbasis teknologi,
seperti aplikasi peringatan dini, agar dapat memberikan informasi lebih cepat dan akurat. Di
samping itu, kami melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap program mitigasi
bencana, seperti melalui pelatihan evakuasi dan peningkatan kesiapsiagaan di tingkat desa.”
(Pemerintah Daerah)

“Kami tahu bahwa daerah ini rawan bencana, khususnya gempa dan tsunami. Kami
telah diberi pengetahuan melalui berbagai program yang diadakan oleh pemerintah dan BNPB,
seperti simulasi evakuasi dan peringatan dini. Kami juga tahu bahwa jika terjadi gempa besar,
kami harus segera menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami. Namun,
meskipun sudah diberikan pengetahuan, masih banyak warga yang belum terlalu memahami
seberapa besar ancaman bencana yang kita hadapi.” (Masyarakat)

“Salah satu kendalanya adalah kurangnya informasi yang jelas dan mudah dipahami
oleh masyarakat umum. Kami memang menerima informasi mengenai bencana, tetapi tidak

semua orang paham bagaimana cara merespons peringatan dini atau langkah-langkah mitigasi
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yang tepat. Selain itu, di daerah kami, komunikasi dan transportasi masih terbatas, jadi jika ada
peringatan dini, tidak semua orang bisa mendapatkannya dengan cepat.” (Masyarakat)
“Program simulasi evakuasi yang diadakan oleh pemerintah dan BNPB sangat
membantu kami untuk tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa atau tsunami. Kami
juga merasakan manfaat dari adanya peringatan dini yang diberikan oleh BMKG, meskipun
terkadang tidak semua orang bisa segera merespons jika infrastruktur komunikasi belum

memadai. Kami berharap program ini terus berlanjut dan ditingkatkan.” (Masyarakat)

3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa BNPB telah berupaya
maksimal dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui berbagai kebijakan dan
program. Namun, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Salah satu faktor yang
mempengaruhi efektivitas program kesiapsiagaan adalah kesadaran masyarakat yang masih
rendah terhadap bahaya gempa dan tsunami (Alberico et al., 2015). Meskipun BNPB telah
melakukan berbagai pendekatan melalui simulasi dan edukasi, pemahaman masyarakat tidak
selalu sejalan dengan harapan (Djuyandi et al., 2019). Berikut merupakan Peta Seismistas

Indonesia yang ditunjukkan pada gambar 3.

— PETA SEISMISITAS INDONESIA U
- PERIODE TANUN 2030 iiE

Gambar 3. Peta Seismitas Indonesia
Sumber: BMKG
Pentingnya program edukasi dan penyuluhan di masyarakat menjadi semakin jelas,

terutama di daerah yang rentan terhadap bencana (Edmeade & Buzinde, 2022). BNPB harus
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terus berinovasi dalam metode penyuluhan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan
baik oleh berbagai kalangan (Bakti et al., 2023). Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan
adalah melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga
lokal, dalam kegiatan edukasi bencana. Pendekatan berbasis komunitas ini dapat mempercepat
proses perubahan perilaku dan meningkatkan kesiapsiagaan secara keseluruhan (Seddiky et al.,
2020).

Di sisi lain, koordinasi antar lembaga pemerintah dan pihak-pihak terkait juga sangat
penting. Meskipun BNPB telah melakukan kerja sama dengan BMKG dan lembaga lainnya,
masih terdapat hambatan dalam hal pengumpulan dan penyebaran informasi yang cepat
(Perdinan et al., 2024). Hal ini sering kali disebabkan oleh ketidaktersediaan infrastruktur
komunikasi yang memadai di daerah rawan bencana (Alabi, 2023). Untuk mengatasi masalah
ini, BNPB perlu berkolaborasi lebih erat dengan lembaga yang mengelola infrastruktur
komunikasi, serta memperkuat jaringan komunikasi yang lebih handal di daerah-daerah yang
sulit dijangkau (Sunu Astuti et al., 2020).

Sistem peringatan dini merupakan alat yang sangat penting dalam kesiapsiagaan
bencana, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat kesiapan masyarakat untuk
merespons peringatan tersebut (Cremen & Galasso, 2020). Oleh karena itu, BNPB perlu tidak
hanya fokus pada pengembangan teknologi peringatan dini, tetapi juga mengedukasi
masyarakat tentang cara yang tepat untuk merespons peringatan dini. Ini dapat dilakukan
dengan meningkatkan pelatihan dan simulasi secara berkala, serta memberikan informasi yang
jelas tentang tindakan yang harus diambil dalam menghadapi potensi gempa dan tsunami (Sufri
et al., 2020). Berikut merupakan sejarah gempa dan tsunami di kepulauan mentawai dan selat

sunda.

Tabel 1. Sejarah Gempa Dan Tsunami Di Kepulauan Mentawai Dan Selat Sunda

Waktu Wilayah Keterangan
4 mei 1851 Teluk Betung, Kota Pascagempa kuat terjadi tsunami
Bandar lampung 1,5m
9 Januari Selat Sunda Gempa kuat memicu terjadi tsunami
1852 kecil di Selat Sunda
27 Agustus Selat Sunda Tsunami dahsyat di atas 30 m akibat
1883

erupsi gunung krakatau
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Waktu Wilayah Keterangan
22 April Selat Sunda Gempa kuat diiringi kenaikan
1958 permukaan air laut atau tsunami
23 Selat Sunda Gempa magnitudo 7,9 merusak
Februari Banten dan sekitarnya
1903
22 Selat Sunda Tsunami akbiat longsoran gunung
Desember anak krakatau
2018
10 Mentawai gempa berkekuatan 8,5 magnitudo
Fef;;;n terjadi di zona megathrust Segmen
Mentawai-Siberut.
24 Mentawai Tsunami
November
1833

Tantangan besar lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran
maupun tenaga ahli (Romenska et al., 2020). Dalam menghadapi masalah ini, BNPB perlu
mencari sumber daya alternatif, seperti bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, sektor
swasta, serta masyarakat lokal untuk mendukung pelaksanaan program-program
kesiapsiagaan. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat
daerah, sehingga upaya mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan

(Sari, 2019).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat
terhadap ancaman bencana di zona megathrust Indonesia, khususnya di wilayah Selat Sunda
dan Mentawai-Siberut. Meskipun berbagai kebijakan dan program mitigasi bencana telah
diterapkan oleh BNPB, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya masih cukup besar
dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Beberapa temuan utama dari penelitian ini adalah
bahwa BNPB telah melaksanakan sejumlah kebijakan dan program edukasi yang bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman gempa dan tsunami, serta
mengedukasi mereka tentang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Simulasi bencana,
penyuluhan masyarakat, dan penguatan sistem peringatan dini merupakan beberapa program

yang telah dijalankan untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana.
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Namun, tantangan yang dihadapi BNPB dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana
masih cukup kompleks. Beberapa kendala utama yang ditemukan antara lain rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat di beberapa daerah, keterbatasan infrastruktur komunikasi di daerah-
daerah terpencil, dan kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam
penanggulangan bencana. Selain itu, BNPB juga menghadapi masalah keterbatasan sumber
daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga ahli, yang menghambat implementasi program
mitigasi di lapangan.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, BNPB perlu terus berinovasi dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan mitigasi bencana, serta memperkuat koordinasi
dengan berbagai pihak terkait. Penguatan infrastruktur komunikasi, pemberdayaan masyarakat
melalui pendekatan berbasis komunitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di
tingkat lokal harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana di
Indonesia. Selain itu, BNPB juga perlu memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi untuk
memastikan bahwa program mitigasi bencana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai peran
penting BNPB dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana di zona megathrust Indonesia.
Dengan melakukan perbaikan dan penguatan di berbagai sektor, diharapkan BNPB dapat lebih
efektif dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap

ancaman gempa bumi dan tsunami di masa depan.

REKOMENDASI
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan
untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di zona megathrust Indonesia adalah sebagai
berikut:
a. Peningkatan Program Edukasi dan Simulasi
BNPB perlu memperluas program edukasi dan simulasi bencana, khususnya di daerah-
daerah rawan gempa dan tsunami yang memiliki tingkat pengetahuan masyarakat yang
masih rendah. Program ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada penyuluhan, tetapi juga
melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelatihan, sehingga mereka dapat menguasai
langkah-langkah evakuasi dan mitigasi bencana dengan lebih baik. Simulasi bencana harus
dilakukan secara berkala dan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk sekolah,
komunitas, dan organisasi masyarakat setempat.

b. Penguatan Infrastruktur Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini
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BNPB perlu meningkatkan koordinasi dengan BMKG dan lembaga lainnya untuk
memperkuat infrastruktur komunikasi di daerah rawan bencana, terutama di daerah
terpencil. Pengembangan sistem peringatan dini yang lebih efektif dan dapat diakses oleh
seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah sulit dijangkau,
sangat penting untuk meminimalkan risiko bencana.
c. Meningkatkan Kolaborasi dengan Lembaga Non-Pemerintah dan Swasta

Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, BNPB perlu memperkuat kerja sama dengan
organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Pendekatan berbasis
kemitraan ini akan memungkinkan BNPB untuk memperluas cakupan program mitigasi

bencana dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

d. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Tingkat Lokal
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal menjadi kunci untuk
keberhasilan implementasi program kesiapsiagaan. BNPB perlu memberikan pelatihan
kepada tenaga-tenaga ahli di daerah-daerah rawan bencana, serta memperkuat jaringan
tenaga relawan yang dapat memberikan bantuan langsung kepada masyarakat saat bencana
terjadi.

e. Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Program
BNPB perlu mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif untuk
menilai keberhasilan program-program kesiapsiagaan yang telah dilaksanakan. Dengan
adanya sistem pemantauan yang baik, BNPB dapat melakukan perbaikan secara cepat dan
tepat sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga program mitigasi dapat terus berkembang

dan lebih adaptif terhadap tantangan yang ada.
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